ABSTRAK

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satu tiang utama penyelenggaraan
pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu
wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan
bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis normatif, yakni mempelajari dan meneliti law in action, yuridis artinya
penelitian ini adalah pendekatan dari sudut ilmu hukum, sedangkan normatif
adalah sebab. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji
hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,
perbandingan, struktur, dan kompisisi, lingkup materi, konsistensi, penjelasan
umum dan Pasal demi Pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-
undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan
atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga
“penelitian hukum dogmatik™ atau “penelitian hukum teoritis”.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah

mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut
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sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Mengenai hukumnya, apakah perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan suatu perbuatan pidana, apakah
terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
Mengenai pidananya, setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut
hukum serta keyakinan telah melakukan perbuatan pidana, terdakwa harus
dipidana. Kebijakan hukum pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan saat ini,
bahwa menurut sistem KUHP dalam perumusan Pasal 14a-f pidana bersyarat
dapat dijatuhkan tidak hanya untuk pidana penjara, pidana kurungan, denda yang

sangat berat dan bahkan juga untuk pidana tambahan.
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